BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TINDAK PIDANA,

ILLEGAL FISHING DAN PENYIDIKAN

A. Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana

Kata delik berasal dari bahasa Latin, yaitu dellictum, yang didalam
Wetboek Van Strafbaarfeit Netherland dinamakan Strafbaar feit.
Dalam Bahasa Jerman disebut delict, dalam Bahasa Perancis disebut
delit, dan dalam Bahasa Belanda disebut delict. Dalam Kamus
Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: “perbuatan
yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran
terhadap undang-Undang tindak pidana.”

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) dikenal dengan istilah “stratbaarfeit”. Istilah strafbaar feit
dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yaitu
tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh
dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana
sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang
merumuskan dalam undang-undang dengan menggunakan istilah
peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak
pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian

dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan
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kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum
pidana. Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana
atau perbuatan yang dapat dipidana.?

Menurut Simons(Erdianto Effendi, 2011:98), berpendapat bahwa
pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut:

“Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh
undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan
dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.”

Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi (Erdianto Effendi,
2011:99), memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan
keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam
dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta
dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung
jawab).”

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat,
olen karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan
kejadian itu ada hubungan yang erat pula.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan
bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan
oleh manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan

tersebut melangggar apa yang dilarang atau diperintahkan oleh

20 | Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, HIm. 32
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undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci
untuk membedakan suatu perbuatan suatu tindak pidana atau bukan
adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana,
perbuatan pidana, maupun peristiwva pidana adalah  untuk
mengalihkan bahasa dari istilah asing strafbaarfeit. Namun belum
jelas apakah disamping mengalihkan  bahasa  dari  istilah
strafbaarfeit dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan
pengertiannya ataukah sekedar mengalihkan bahasanya.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana
(yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar
hukum pidana. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang
diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang
pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.?

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang
memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat
dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke
dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau

yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam

2L Tri Andrisman, Hukum Pidana, Universitas Lampung, 2007, Bandar Lampung, HIm.
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keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus

dilakukan.??

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tidak mematuhi

perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana

disebut dengan tindak pidana. Memperhatikan batasan-batasan tentang

tindak pidana itu kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk

terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang itu dapat dikatakan

melakukan tindak pidana, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai

berikut:

a.

Harus ada perbuatan manusia. Jadi perbuatan manusia yang dapat
mewujudkan tindak pidana.Dengan demikian pelaku atau subjek
tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari
perkataan “barangsiapa”. Didalam ketentuan undang-undang
pidana ada perkataan “seorang ibu”, “seorang dokter”, “seorang
Nakhoda”, dan lain sebagainya, juga dari ancaman pidana dalam
Pasal 10 KUHPidana tentang macam-macam pidana, seperti
adanya pidana mati, pidana penjara dan sebagainya itu hanya
ditujukan kepada manusia. Sedangkan diluar KUHPidana subjek
tindak pidana itu tidak hanya manusia, juga suatu korporasi

(kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam Undang-

Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana

22 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1993, Jakarta, HIm. 69
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Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Lingkungan Hidup,
Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebagainya).
Perbuatan itu haruslah sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam
ketentuan undang-undang. Maksudnya adalah kalau seseorang itu
dituduh atau disangka melakukan suatu tindak pidana tertentu,
misalnya melanggar ketentuan Pasal 362 KUHPidana, maka unsur-
unsur pasal tersebut haruslah seluruhnya terpenuhi. Dengan
demikian seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak
pidana, kalau unsur-unsur pasal tersebut terpenuhi semuanya.

Perbuatan tersebut melawan hukum. Mengenai hal ini terdapat 2
pandangan, vyaitu Sifat melawan hukum formil atau Suatu
perbuatan melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang
memenuhi rumusan undang-undang pidana, sesuai dengan
rumusan tindak pidana dan adanya pengecualian,seperti daya
paksa, pembelaan terpaksa hanyalah karena ditentukan secara
tertulis dalam undang-undang. Kemudian Sifat melawan hukum
materiil, Tidak selamanya perbuatan melawan hukum itu selalu
bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan.Suatu
perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat
dikecualikan  sebagai perbuatan yang tidak melawan
hukum.Melawan hukum adalah baik bertentangan dengan undang-
undang maupun bertentangan dengan hukum diluar undang-

undang.
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Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu.
Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak
pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang
dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (strafbaarfeit).
Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan
dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam
rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih
luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti
sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam

Pasal 362 KUHP.

Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni

pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut:

a. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat,
untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan
perbuatan.?

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:*
1) Ada perbuatan

2) Ada sifat melawan hukum;

3) Tidak ada alasan pembenar;

4) Mampu bertanggungjawab;

23 Amir llyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta,
2012, HIm. 38
24 |bid., HIm. 43
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5) Kesalahan;

6) Tidak ada alasan pemaaaf.

b. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara
perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena
itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana
cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-
undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu
dsar pembenar.

Unsur- unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis

meliputi:

1) Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik

2) Ada sifat melawan hukum

3) Tidak ada alasan pembenar

Menurut Sudarto, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak

mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana.
Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang
pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian.
Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan
tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan
dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena
masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada

pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis
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semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap

adanya.

B. lllegal Fishing
1. Pengertian lllegal Fishing

Illegal fishing secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan
oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah
populer dimedia massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang
menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi illegal
fishing dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris
yaitu terdiri dari dua kata illegal dan fishing. “illegal” artinya tidak sah,
dilarang atau bertentangan dengan hukum *“Fish” artinya ikan atau
daging dan “fishing”artinya penangkapan ikan sebagai mata
pencaharian atau tempat menangkapikan. Berdasarkan pengertian
secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa illegal fishing menurut
bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan
secara tidak sah.

Illegal fishing berasal dari kata illegal yang berarti tidak sah atau
tidak resmi. Fishing merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari
kata fish dalam bahasa inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh;

mengail, atau memancing.?®

25 Nunung Mahmudabh, Illegal Fishing, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, HIm. 80.
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Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk
memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan
dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan
kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,
menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Penangkapan ikan
secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang
melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan
perundangan lainnya yang masih berlaku.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ini
dimuat ketentuan pidana dalam Bab XV dari Pasal 84 sampai dengan

Pasal 105.
Pasal 85 menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai,
membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau
alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak
keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di
wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang
telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang

Perikanan yang menyatakan:
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“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan
dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia,
bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau membahayakan
kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah

pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”

Pelanggaran atas pasal tersebut diancam dengan pidana Pasal
84 ayat (1) Undang-UndangNo 31 Tahun 2004 yang telah diubah
dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana.

Pada kenyataannya Undang-Undang No.31 Tahun 2004
tentang Perikanan saat ini masih belum mampu mengantisipasi
perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum
dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya
ikan dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut. Oleh
karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi,
baik menyangkut aspek manajemen, birokrasi maupun aspek

hukum.

Walaupun sudah ada aturan-aturan tersebut tidaklah serta
merta setlap orang akan mentaatinya, acapkali terjadi pelanggaran-
pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut. Untuk penguatan
dan pentaatan berlakunya ketentuan-ketentuan yang bersifat
administrasi tersebut maka dalam Undang-Undang No.45 Tahun
2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004

Tentang Perikanan dimuat ancaman pidana yang merupakan suatu
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kebijakan dalam hukum pidana (penal policy). Penal policy
merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan pidana
yang baik, yang sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu dan
untuk masa yang akan datang. Berkaitan dengan itu pemerintah
telah memberlakukan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004
Tentang Perikanan, dimana dalam undang-undang tersebut
memuat ancaman pidana. Penggunaan sanksi hukum pidana dalam
mengatur dan mengendalikan masyarakat melalui perundang-
undangan pada dasarnya merupakan bagian dari suatu langkah
kebijakan. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber
daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan
peranan pengawas perikanan dan peran serta masyarakat dalam
upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan

berhasil guna.

2. Landasan Hukum lllegal Fishing
Dasar hukum yang menjadi landasan hukum Pengaturan
illegal fishing di Indonesia adalah:
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009
Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Ada beberapa
ketentuan yang berhubungan dengan sesuatu larangan dalam hal

penangkapan ikan sehingga pasal berikutmengatur apa larangannya,
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kewajiban menjaga kelestarian plasma nutfah, serta besarnya sangsi
yang akan diberikan.
. Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi
Ekslusif Indonesia

Undang-undang ini dibuat pada bulan Oktober 1983 dimasa
Pemerintahan presiden Suharto, sesuai dengan perkembangan
hukum laut internasional saat itu yang mengharuskan setiap negara
pantai mempunyai perturan perundangan yang mengatur masalah
Zona Ekonomi Ekslusif, sebagai jawaban dan respon terhadap
konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS Ill, yang kemudian
dalam perkembangannya Konvensi PBB itu diratifikasi menjadi
hukum nasional Indonesia dengan adanya UU Nomor 17 Tahun
1985
. Undang Undang Rl Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran

Banyak kasus illegal fishing yang sengaja dilakukan oleh

para pelakunya dibarengi dengan tindak pidana pelayaran, mungkin
mereka tidak menyadari bahwa tindak pidana perbarengan seperti
ini malahan akan memperberat sanksi pidana yang dibebankan,
terlebih mayoritas kapal yang digunakan didalam melakukan illegal
fishing adalah kapal yang melanggar Undang-Undang pelayaran ini,
misalnya adalah nakhoda atau pemimpin kapal selama berlayar yang
melanggar aturan-aturan yang berkaitan dengan tata cara berlalu

lintas, alur-alur pelayaran, sistem rute, sarana bantu navigasi

40



pelayaran, dan telekomunikasi pelayaran, maka bisa di jerat dengan
pasal 15 ayat (1).

Meskipun realitanya Undang-Undang ini tidak terlalu tegas
terhadap kasus illegal fishing karena sesungguhnya Undang-Undang
ini hanya mengatur masalah kapal yang digunakan berlayar, bukan

terhadap substansi aktifitas dari pelayaran tersebut.

. Undang Undang RI Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Yang dimaksud dengan perairan Indonesia adalah laut
teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan
pedalamannya. Kemudian dijelaskan dengan rinci mengenai definisi
wilayah Perairan Indonesia yaitu wilayah perairan yang meliputi
laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan
pedalaman.

Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua
belas) mil laut yang dikukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.37perairan kepulauan
Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis
pangkal lurus kepulauan tanpa mperhatikan kedalaman atau
jaraknya dari pantai.

Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang

terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai
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Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang
terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.

Jadi ketika ada kapal asing yang melintasi daerah-daerah
sebagaimana disebutkan diatas harus tunduk dan patuh terhadap
peraturan yang berlaku di Indonesia, bagi kapal semua negara
menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan
kepulauan Indonesia, namun lintas oleh kapal asing dianggap
membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia,
apabila kapal tersebut sewaktu berada di laut teritorial dan atau di
perairan kepulauan melakukan kegiatan yang dilarang oleh konvensi
dan atau hukum internasional lainnya, salah satunya adalah kegiatan
perikanan yang ilegal, sehingga kapal illegal fishing bisa dijerat
dengan menggunakan Undang-Undang ini.

. Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-undang ini adalah pengganti Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan karena dianggap sudah
tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan
saat ini dan masa yang akan datang, karena di bidang perikanan telah
terjadi perubahan yang sangat besar, baik yang berkaitan dengan
ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya
ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang
semakin efektif, efisien, dan modern, sehingga pengelolaan

perikanan perlu dilakukan secara hati-hati dengan berdasarkan asas
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manfaat, keadilan,kemitraan, pemerataan, keterpaduan,
keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.

Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa tindak pidana di
bidang perikanan merupakan suatu perbuatan di bidang perikanan
yang memuat perintah-perintah dan larangan-larangan, yang
bilamana perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut
dilanggar (tidak ditaati) maka pelakunya (individu atau korporasi)

diancam dengan suatu pidana (stelsel pidana kumulatif).

Unsur-unsur dalam tindak pidana illegal fishing adalah sebagai

berikut:

1) Setiap orang (individu atau korporasi)

2) Sengaja, dolus

3) Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan

4) Di wilayah pengelolaan dan/atau pembudidayaan ikan

5) Menggunakan bahan kimia, biologis, bahan peledak, alat dan/atau

cara dan/atau bangunan

6) Merugikan dan/atau membahayakan

7) Kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya

8) Diancam dengan pidana
Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, pelakunya (setiap orang)

dikualitisir sebagai pelaku tindak pidana perikanan (illegal fishing).
Kehadiran Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan

diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap
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perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan
dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber
daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang
semakin efektif, efisien dan modern.

Di sisi lain terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan
yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah,
masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan
perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan
yang berlebih, pencurian ikan dan tindakan illegal fishing lainnya yang
tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara tetapi juga mengancam
kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri,dan usaha
perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan
sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan
menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang
pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya
kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan

dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.
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C. Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun
1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian
No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang
merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu opsporin.

Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka
nya.2®

Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)
KUHAP diuraikan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”
Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah
pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim

menyebutnya dengan istilah ”criminal investigation™

% Mukhlis, Pergeseran Kedudukan Petugas POLRI dengan Perkembangan Delik-Delik
di luar KUHP, Artikel Pada Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3 No 1,
Agustus 2012, HIm. 57
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Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah
diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004tentnag Perikanan memuat
ketentuan-ketentuan administrasi dan keperdataan, hal mana terlihat
antara lain di dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28.

Untuk membuktikan adanya dugaan melakukan tindak pidana
illegal fishing, maka dilakukan penyidikan oleh aparat hukum yang
berwenang untuk menyidik, menuntut dan mengadili pelaku tindak
pidana illegal fishing tersebut. Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalan undang-undang, ini untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.”

Penyidik ini menurut Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana adalah:
a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang
khusus oleh undang-undang
Didalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004
yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009

Tentang Perikanan menyatakan:

46



“Penyidik tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negari Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi

Negara Republik Indonesia.”

2. Tujuan Penyidikan

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah
melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian
mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud
tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta
atau peristiwa-peristiwa tertentu.?’

Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat
dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi
tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa
penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang
terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah
terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan
tentang:

a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
b. Kapan tindak pidana itu dilakukan

c. Dimana tindak pidana itu dilakukan

27 M Husein Harun, Penyidik dan Penutut dalam Proses Pidana, PT Rineka Cipta,
Jakarta 1991, HIm. 56
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d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
g. Siapa pembuatnya
Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi:
a. Penyelidikan
b. Penindakan
1) Pemanggilan
2) Penangkapan
3) Penahanan
4) Penggeledahan
5) Penyitaan
c. Pemeriksaan
1) Saksi
2) Anhli
3) Tersangka
d. Penyelsaian darri penyerahan berkas perkara
1) Pembuatan resume
2) Penyusunan berkas perkara

3) Penyerahan berkas perkara

Pasal 73 Undang-Undang No0.31 Tahun 2004 tentang

Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun
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2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004

tentang Perikanan menyebutkan:

Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negari Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan berwenang untuk:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang
adanya tindak pidana di bidang perikanan;

b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;

c. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka
dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;

d. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga
digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana
di bidang perikanan;

e. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan/atau
menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak
pidana di bidang perikanan;

f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha
perikanan;

g. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di
bidang perikanan

h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
tindak pidana di bidang perikanan;

i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
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J. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan
dan/atau hasil tindak pidana;

k. Melakukan penghentian penyidikan;

I. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum yang
bertanggungjawab;

Kegiatan Penyidikan:

a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima
maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi,
berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan
saksi.

b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh
penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang
ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan
hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi,
penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan
keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi
dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang
terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun
barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan
dalam berita acara pemeriksaan . yang berwenang melakukan

pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.
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d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan
kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang
dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.

Illegal fishing merupakan masalah serius yang harus segera
ditanggulangi sebab sangat membahayakan kelestarian sumber daya
dan merugikan secara ekonomi bagi negara. Berdasarkan Pasal 73
ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 penyidik tindak
pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 69
ayat (4) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan
tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal
perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang
cukup. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa tindakan khusus ini
dilakukan tidak sewenang-wenang akan tetapi dilakukan apabila
penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal ikan asing
tersebut telah melakukan tindak pidana perikanan. Bagi Komandan
KRI tindakan penembakan dan/atau penenggelaman kapal perikanan
berbendera asing harus memenuhi persyaratan adanya kondisi
dimana kapal-kapal tersebut melakukan hal-hal yang bertentangan
dengan proses pengejaran, penangkapan, pemeriksaan dan
penyelidikan. Hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa

tindakan penembakan atau penenggelamankapal dan pemusnahan
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barang bukti kapal perikanan berbendera asing yang cukup bukti
melakukan tindak pidana perikanan di WPP RI dalam praktek dapat
dilakukan dengan cara pengejaran seketika, dalam proses
penyidikan dan melaksanakan penetapan pengadilan. Akibat
penenggelaman kapal tersebut tidak membawa pengaruh buruk
terhadap hubungan persahabatan NKRI dengan negara terkait serta
akan memberikan efek jera kepada para calon pelanggar tindak
pidana perikanan yang lainnya. Tindakan tegas Pemerintah terhadap
para pelaku illegal fishing dilakukan sesuai dengan prosedur dan
ketentuan hukum yang berlaku.

TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara matra
laut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
TNI, dalam keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai
dengan ketentuan hukum 7 Tugas menegakkan hukum dan menjaga
keamanan mengandung arti bahwa TNI AL melaksanakan segala
bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut
sesuai dengan kewenangannya yang berlaku secara universal dan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk
mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi, serta
pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional. Penegakan
hukum yang dilaksanakan oleh TNI AL, terbatas dalam lingkup
pengejaran, penangkapan, penyelidikan dan penyidikan perkara

yang selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan. Dalam
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melaksanakan pengejaran terhadap kapal yang diduga cukup bukti

melakukan tindak pidana inilah insiden penembakan dan/atau

penenggelaman kapal biasa terjadi.

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun

2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2004 tentang Perikanan, menyatakan sebagai berikut:

a.

Kapal pengawas perikanan berfungsi  melaksanakan
pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam
wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dilengkapi dengan senjata api.

Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa,
membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga
melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan
Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk
pemrosesan lebih lanjut.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan
tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman
kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti
permulaan yang cukup.

Ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45

Tahun 2009 secara substansi dan redaksional menimbulkan
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penafsiran dalam penerapannya. Apakah tindakan khusus itu hanya
diberikan kepada penyidik PPNS Perikanan atau termasuk penyidik
Perwira TNI AL dan penyidik Polri. Berdasarkan ketentuan Pasal 73
ayat (1) penyidik tindak pidana di bidang perikanan di wilayah
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP RI)
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik
Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Dengan demikian, kewenangan TNI AL sebagai penegak
hukum dan penyidik tindak pidana di laut diperoleh secara atribusi
yaitu kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi)
pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang
independen. Kewenangan ini bersifat asli (original), yang tidak
diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif
menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan
sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. 28

Komandan KRI (Kapal Perang Republik Indonesia)
mengemban amanah yang diberikan oleh undang-undang yang salah
satu tugasnya melaksanakan penegakan hukum dan sekaligus
sebagai penyidik tindak pidana perikanan. Sebagai aparat penegak

hukum dan penyidik tindak pidana perikanan rujukannya adalah

28 Nuryanto A. Daim, Hukum Administrasi Perbandingan Penyelsaian Maladministrasi
oleh Ombdusman dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Laksbang, Surabaya, 2014, Him. 42
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KUHAP dan ketentuan hukum nasional maupun internasional yang
telah diratifikasi.

Tindakan tegas terhadap para pelaku illegal fishing berupa

pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera
asing dapat dilaksanakan pada saat dilakukan pemeriksaan di tengah
laut (dalam proses penyidikan). Tindakan penenggelam kapal ikan
berbendera asing dapat dilaksanakan pada saat dilakukan
pemeriksaan di tengah laut berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang
menyatakan:
“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat
melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau
penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing
berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Sedangkan penuntutan terhadap tindak pidana illegal
fishing dilakukan Jaksa Penuntut Umum, sesuai dengan Pasal 1
butir b yang menyebutkan:

a. jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-
undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta
melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.
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b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh
undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan
melaksanakan penetapan Hakim.

Pasal 75 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang
Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31
Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan:

“Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang
perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang
ditetapkan oleh Jaksa Agung dan/atau pejabat yang
ditunjuk. Penuntut Umum perkara tindak pidana di
bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Berpengalaman menjadi penuntut umum
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

b. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis
di bidang perikanan;

c. Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi
selama menjalankan tugasnya;”
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